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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Teatang Hukam Kewarisan Adat Cina Yang Tidak
Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Peempuin Berkaitan Dengan Asas
Persamaan Keduduksn Di Depan Hukum™. Dalam Penulisan Skripsi ini dengan
kepustakaan serta peraturan penundang-undangan yang berlaku, selain metods
normative penulisan Skripsi ini juga didukung dengan metode empiris yaitu mefode
yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode
wawancara. Sebagai akibat dari Politik Hukum Kolonial (Zaman Hindia Belanda),
maka terjadilah Pluralisme Hulkum di bidang Hukum Perdata termasuk di dalamnyn
Hukum Kewarisan. Hukum waris ini hanya berlaku unfuk golongan masing-masing
sehagaimana dimaksud dalam Fasal 131 dan 163 IS. Khusus bagi Golongan Cina
menurut ketentuan Hukum diberlakukan KUHPerdata, kecuali mengenai Hukum
Keluargs, Dengan demikian, Hukum Keluarga (termasuk di dalamnya Hukum
Kewarisan) berlaku Hukum Adatnya sendiri. Menurut Hukum Adat Golongan Cina,
anak perempuan tidak dapal waris, hal ini berieniangan dengan Pasal 280 ayut (1}
Undang Undang Dasar 1943. Atas dasar jmlah penulis tertarik menulis ketentuan
Hukum Adat Cing ini, Dengan metode deskriptif kualitatif, Penulis menghaji aturan-
aturan yang berkaitan, buku-buku, maupun pendapat para Tokoh Masyarakat Cina
Akhirnya sampailah Penulis sampai kesimpulan hahwa latar belakang dari Masyarakal
Golongan Cina yang fidak memberikan hak mewsris kepada anak perempuan,
dikarenakan anak laki-laki memiliki tangpung jawab yang lehih hesar, dan berlakunya
wasizt wajib bagi anak perempuin tunggal dan status berlakunya Hukum Adat Cina
bagi masyarakat Cina di Indonesia.
Kata Kunci: Kewarisan, Golongan Cina, Hak Asasi Manusie,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak zaman Hindia Belanda, Pemerintah Kolonia Belanda membagi
penduduk menjadi tiga golongan menurut Pasal 163 IS. Dalam Pasal 163 IS
secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan
penduduk di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa,

golongan Bumiputera/Pribumi, dan golongan Timur Asing.t

Setiap golongan yang telah dibagi menurut Pasal 163 IS, setigp golongan
memiliki Hukum yang berlaku dan harus ditaati terhadap tiap-tiap golongannya
sendiri. Hukum yang berlaku terhadap tiap-tiap golongan menurut Pasal 131
ayat 2 (a) dan (b) IS:

(2) Dalam mengadakan ordonasi-ordonasi yang memuat hukum perdata dan
dagang pembuat ordonasi akan memperhatikan bahwa:
() Untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku  di

Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan

mengingat baik yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia, maupun

demi kepentingan mereka ditundukan kepada peraturan perundang-

Djga S. Meliaa, “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga”,
Edis Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007., him. 24.



undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan
penduduk lainnya;

(b) Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian
dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk,
sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan
perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan
mengadakan  perubahan-perubahan  seperlunya, maupun ketentuan
perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk
hal-hal lain yan belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum
yang bertalin dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat
menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan
masyarakat menghendakinya.?

Pasal 131 ayat 2 (a) dan (b) IS berkaitan dengan Pasal 163 IS dalam
penekanan pasal ini berbunyi:

1) Bila ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, peraturan umum dan
verondening lainnya, reglemen, pemeriksaan poliss dan peraturan
administrasi berbeda-beda yang digunakanuntuk golongan Eropa, orang
Indonesia dan golongan Timur Asing, berlakulah pelaksanaan-pel aksanaan
seperti berikut:

2) Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi:

2Himpunan Perarturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Disusun Menurut Sistem
Engelbrecht, him. 352.



1. Semuaorang Belanda
2. Semua orang yang tidak termasuk dalam nomor 1 yang berasal dari
dari Eropa;

3) Semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang
tidak termasuk dalam no.1 dan 2 yang di negeri-asalnya berlaku bagi mereka
hukum keluarga yang dasarnya mempunyai asas-asas hukum yang sama
dengan hukum keluarga Belanda;

1. Anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan Undang-undang di
Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang
disebutkan dalam no 2 dan 3.

4) Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia, kecuali bagi
orang-orang Kristen-Indonesia yang keadaan yang keadaan hukumnya telah
ditetapkan dengan ordonasi, berlaku bagi semua orang yang termasuk
penduduk asli Indonesia dan yang tidak mengalihkan status hukumnya ke
golongan lain dari penduduk asli Indonesia, dan termasuk mereka yang
merupakan golongan lain dari penduduk asli Indonesia.

5) Ketentuan-ketentuan untuk golongan Timur Asing, kecuali yang status
hukumnya telah ditetapkan dalam ordonasi bagi mereka yang memeluk
Agama Kristen, berlaku bagi semua orang yang tidak memenuhi unsur-unsur
seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini.

6) Dengan persetujuan Raad van Indonesia, Gubernur Jendral berwenang untuk

memberlakukan ketentuan-ketentuan golongan Eropa bagi mereka yang tidak



tunduk pada ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa bagi mereka yang
tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pernyataan
berlakunya ketentuan-ketentuan ini bagi mereka, berlaku pula demi hukum
bagi anak-anak yang sah yang dilahirkan kemudian dan anak-anak mereka
yang disahkan berdasarkan undang-undang dan keturunan-keturunan lanjutan
mereka
7) Setiap orang berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam ordonas dapat
mengajukan permohonan kepada hakim untuk ditetapkan dalam kategori
mana orang itu berada.®
Namun, pada zaman sekarang ini, penggolongan penduduk seperti yang
telah diungkapkan diatas menurut Pasal 131 IS tidak lagi berlaku.

Hal ini di karenakan adanya ketentuan berupa Pasal 26 ayat (1) Undang
Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.”.

Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan adat dan
istiadat yang berbeda-beda, mempunyai corak yang berbeda-beda pula. Oleh

karena itu negara Indonesia sebagai negara kesatuan mempunya wilayah

Hukum adat yang berbeda sesuai dengan alam pikirannya masing-masing.*

3lbid., him. 353.
“Isti Sulistyorini, “Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian
Waris Di Pekalongan”, dimuat dalam jurnal Pena Justitia Volume VII No. 13, tahun 2008., him. 36.



Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Yang
dimaksud dengan suku bangsa adal ah suatu golongan manusia yang terikat oleh
kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan
identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa
juga.°Kemudian, yang dimaksud dengan budaya menurut E. B. Tylor, budaya
adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain
serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat.®

Berlakunya Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan
dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat
berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui berasama.’

Berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18b Ayat (2) Undang
Undang dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.”.

Yang dimaksud dengan hukum adat menurut Dr. Sukanto, dalam buku
beliau “Meninjau hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai

kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan

dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.®

SKoentjaraningrat, “Pengantar llmu Antropologi”, Rineka Cipta, Jakarta, 2012., him. 264.

SElly M. setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, “llmu Sosial & Budaya Dasar Edisi
Kedua”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007., him. 27

"H. Albar Sentosa Subari, “Pokok-Pokok Hukum Adat”, Percetakan Universitas Sriwijaya,
Juni 2004., him. 21.



Karena berlakunya hukum adat di Indonesia masih diakui dan memiliki
dasar hukum, maka dalam hukum adat berlaku pula hukum waris di
Indonesia.Y ang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum harta kekayaan
dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi
pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan.°Hukum waris Indonesia
menganut 3(tiga) Sistem Hukum, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum
Isam, Dan Sistem Hukum Barat, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem
dimaksud, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem Hukum Nasional di
Indonesia.’®Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut
tiga hal pokok yaitu: apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan),
siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan aturan tentang pembagiannya.**

Salah satu suku atau masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat
Cina. Masyarakat Cina yang dimaksud disini adalah mereka yang masih
menganut agama asli mereka. Masyarakat Cina di Indonesia adalah salah satu
golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUH-Perdata namun di
dalam implementas tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam
KUH-Perdata diikuti dan dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya

ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur dalam buku 11 KUH-Perdata.

8Soerojo Wingjodipoero, “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”, PT Toko Gunung Agung,
Jakarta, 1995., him. 14.

9A. Suriyaman Mustari Pide, “Hukum Adat Dahulukan , Kini, Dan Akan Datang”,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014., him. 41.

10Zanuddin Ali, “Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.,
him. 77.

10tje Salman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris”, Bandung, Penerbit
Tim Alumni, 1993., him. 47.



Dalam hal hukum waris masyarakat Cina, ada kecenderungan bahwa anak |aki-
laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan
ketentuan dalam KUH-Perdata Pasal 852 Berbunyi:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain
perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua
keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada
perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan
kelahiran terlebih dahulu.”.

Walaupun KUH-Perdata telah memberlakukan bahwa kedudukan anak
laki-laki dan anak perempuan adalah sama,akan tetapi dalam prakteknya
sebagian besar masyarakat Cina kadang kala lebih memilih pembagian harta
warisan secara hukum adat ketimbang mengikuti ketentuan-ketentuan yang
diatur di dalam KUH-Perdata. Dalam hal sistem waris, masyarakat Cina
menganut sistem waris patrilineal. Sudah jelas dalam pembagian waris ini
terdapat unsur diskriminatif bagi anak-anak perempuan, dimana anak laki-laki
lebih diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Padahal, di Indonesia
berlaku Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum atau biasa disebut juga
Equality Before The Law. Asas Persamaan Didepan Hukum menghendaki
setigp orang dianggap sama perlakuannya di depan hukum. Y ang dianggap adil
ialah apabila setigp orang memperoleh hak yang sama, setigp orang minta

diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan.?

12H.p. Pangabean, “Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, P.T.
Alumni, Bandung, cetakan 1, 2014., him.. 12.



Dengan berlakunya asas Equality Before The Law di Indonesia, asas dan ini
bertentangan dengan ketentuan hukum waris masyarakat Cina yang lebih
mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Asas ini menimbulkan
kepastian hukum dan juga status mengena bagaimana kedudukan anak
perempuan golongan Cina dalam hal penerimaan waris.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas, maka penulis akan menjabarkan
permasalahan dan persoalan kedalam suatu penelitian yang berjudul “Analisis
Tentang Ketentuan Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak
Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Berkaitan Dengan Asas

Persamaan Kedudukam Di Depan Hukum”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut;

1. Apa yang menjadi latar belakang dari Hukum Adat Cina yang tidak
memberi hak waris terhadap anak perempuan ?

2. Apakah dapat ditetapkan Pemberian Hibah bagi anak perempuan tunggal ?

3. Apakah Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak mewaris bagi anak

perempuan bertentangan dengan Asas Persamaan Hak ?

C. TUJUAN PENELITIAN



Adapun Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui:

1. Untuk mengetahui latar belakang dari Hukum Adat Cina yang tidak
memberikan hak mewaris bagi anak perempuan.

2. Untuk mengetahui penerapan waris terhadap anak perempuan tunggal.

3. Untuk mengetahui Apakah Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak

mewaris bagi anak perempuan bertentangan dengan Asas Persamaan Hak.

D. MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis:

Bagi akademis hasil ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam
pembangunan ilmu Hukum tentang Hukum waris pada masyarakat Cina.

2. Secarapraktisi;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam upaya

penyel esaian sengketa waris pada masyarakat Cina.

E. KERANGKA TEORI
Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika

mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun



dalam kehidupan sehari-hari.**Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran
atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengena suatu kasus atau permasalahan,
yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui.
1. Teori Keadilan:
Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari
kebijakan. Diajuga membagi teori keadilan menjadi 3 (tiga) :
a Keadilan umum dan khusus:

Keadilan umum adalah keadilan yang muncul dalam hubungan
sesama manusia.  Keadilan khusus adalah bagian dari keadilan umum
yang lebih mengkhususkan bahwa menjalin hubungan sesama manusia
untuk menghindari tindakan saling merugikan.

b. Keadilan distributif dan korektif:

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat
undang-undang, distribusinya memuat jasa, uang, hak, dan kebaikan bagi
anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.
Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan
memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

c. Keadilan politik:

13 S.Praja, Juhaya, “Teori Hukum Dan Aplikasinya” , CV. Pustaka Setia , Bandung, cetakan
2, 2014., him. 1.



Keadilan politik lebih berfokus pada konstitusi dan aturan keadilan.
Konsep keadilan politik dirumuskan “pemerintahan dibawah hokum yang
adil”.

2. Teori Hak Milik
Hak milik dalam pemikiran filosofi teori tentang hak terbentuk suatu
pengertian, yaitu:
Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak adalah
kehendak bebas individu untuk menggunakan atau tidak haknya. Artinya
pemegang hak dapat berbuat apa sgja atas haknya, sehingga menurut teori
kehendak, bahwa “diskresi” (wewenang bebas) individu sebagai ciri
essensial dari konsep hak.r® Menurut Roscoe Pound, ada empat tuntutan
ekonomi manusia menguasai harta benda berkaitan dengan hak milik, yaitu:
a. Tuntutan hidup memotivas manusia menguasai harta benda, kekayaan
alami;

b. Tuntutan terhadap kebebasan industry dan kebebasan berkontrak atas hak
milik perseorangan;

c. Tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan atas usaha yang bernilai

keuangan dalam kaitan dunia usaha;dan

144.P. Pangabean, “Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, P.T.
Alumni, Bandung, cetakan 1, 2014., him. 246.

15| Dewa Gede Atmadja,” Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis” , Setara Press,
Malang, 2014., him.95.



d. Tuntutan adanya jaminan perlindungan hukum atas hak milik terhadap

campurtangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian.

Sedangkan dalam KUH-Perdata dalam Pasal 570 yang mengatur tentang hak

milik yang didalilkan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmagti kegunaan sesuatu kebendaan dengan
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan
sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan
umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan
tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas
ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi’’*’

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan
yurdis normatif. Yang dimaksud dengan penelitan yuridis empiris adalah
kgjian yang memandang hukum sebagal kenyataan mencakup kenyataan
sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kgjian ini bersifat deskriptif. Dengan
perkataan lain kagian empiris mengkai law in action. Kgian empiris
dunianya adalah das sein (apa kenyataannya).’® Sedangkan yang dimaksud

dengan penelitian yuridis normatif adalah pokok kajiannya adalah hukum

181 bid., him. 89.

17 Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

18 Achmad Ali dan Wie Wie Heryani, “Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum” ,
Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013



yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat
dan menjadi acuan perilaku setiap orang.'® Penelitian Hukum Normantif-
Empiris (apllied law research) menggunakan studi kasus hukum empirs-
normantif berupa produk prilaku hukum.Pokok kajiannya adalah pelaksanaan
atau implementasi ketentuan umum positif dan kontrak secara faktual pada
setigp peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna
mencapal tujuan yang telah ditentukan. Penelitian Hukum Normantif-Empiris
(tergpan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakuan
pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam

penelitiannya terdapat duatahap kajian, yaitu

a. Tahap Pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
b. Tahap Kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penerapan tersebut dapat di wujudkan melalui perbuatan nyata dan
dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisas
pelaksaan ketentuan-ketentuan hukum normantif yang dikgi telah

dijalankan secara patuh atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan

19 R.A. Granita Ramadhani.2009.Analisis Aspek Legalitas Efek Short-Selling Pada Masa
Krisis Keuangan (Studi Kasus : Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-
10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling).Skripsi.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



tersebut, maka penelitian hukum normantif-empiris membutuhkan

data sekunder dan data primer.?°

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Pendekatan Perundang-undangan (Statue Aproach), Pendekatan Lapangan

(Field Aprroach), dan Pendektan Sejarah (Historical Aproach).
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan
beschikking/decree, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat
administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan
presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu
badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-

undangan.?
b. Pendekatan Lapangan

Pendekatan Lapangan adalah kegiatan memeriksa dan menjaga
antara konsistensi data, dengan memeriksa antara data yang satu dengan

yang data yang lainnya, apakah datalayak atau valid. Hal penting yang

2 R.A. Granita Ramadhani., Op.Cit.,
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,K harisma Putra Utama, 2011., him.
137



harus diperhatikan dalam tahap pemeriksaan validitas (validasi) ini antara
lain adalah masalah perbedaan interpretasi dari pertanyaan yang diberikan

dengan jawaban responden atau informan.??
c. Pendekatan Searah

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang
apa yang dipelgari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah
yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti ketika peneliti
memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan
sesuatu yang sedang dipelgjari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau
memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola
pikir ketika sesuatu yang dipelgjari itu dilahirkan memang mempunyai

relevansi dengan masakini.?

3. Jenisdan Sumber Data
a. Data Primer, adalah data yang akan digunakan dalam penelitian ini
diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan kuisioner
dari lapangan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terhubung
dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara.

2Sekretariat Jendral DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat
Jendral DPR RI, 2008., him. 34.

2 M. Syamsudin, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
him. 59.



Dan dimungkinkan juga pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kondisi
saat berlangsungnya wawancara untuk melengkapi analisis terhadap
permasal ahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:2*

1) Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan Hukum yang bersifat
autoratf, yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan Hukum primer
terdiri dari perundang-undangan,? yaitu: Undang-Undang Dasar 1945
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder berupa semua publikas tentang Hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publkas tentang
hukum méliputi buku-buku teks, kamus-kamus Hukum, jurnal-jurnal
Hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.®

3) Bahan Hukum Tertier

21bid., him. 107.

2 peter Mahmud Marzuki, ”Penelitian Hukum?”, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011., him.
181.
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Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai
bahan Hukum primer atau bahan Hukum sekunder yang berasal dari
kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.?’

4. Lokas Pendlitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Paguyuban Sosia Marga

Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Kelenteng Kwanahking di kota Palembang.

5. Metode Pengumpulan Data
1. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui

informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara

purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).?®

Sedangkan yang menjadi sumber dan responmden dalam penelitian ini

adalah :

a. Pengurus Paguyuban Sosid Marga Tionghoa Indonesia di Kota
Palembang;

b. Romo;

c. Masyarakat Cina yang masih memperaktikan / memberlakukan
Hukum adat Cina

2. Metode Pendlitian Kepustakaan

27 Zainuddin Ali., Op. Cit.., him. 106.
2| bid., him. 107



Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaam
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.?®
6. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskriptif, analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi
is dan struktur Hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan rujukan

dalam menyelesaikan permasalahan Hukum yang menjadi objek kajian.*°
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan induktuf. Proses
berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta atau data
khusus berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris. Data
dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji untuk kemudian
ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat
umum.3! Dengan suatu proses yang berawal dari proposisi-proposisi khusus
(sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan

baru) berupa asas umum.*?

2lbid.
Obid.
31 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2008., him. 112.
32 Bambang Sunggono, Metodologi Pendlitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2010., him. 10.
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